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ABSTRAK 
MUHAMMAD ABDI AFANDY (B111 10 186), Pertimbangan Hukum 
Hakim dalam Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus di 
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2013), 
dibimbing oleh Syukri Akub dan Hijrah Adhyanti 
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri 
Sungguminasa serta tempat yang terkait dengan pembahasan penulis. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apa yang dijatuhkan oleh 
hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas dan pertimbangan 
hukum hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah 
hukum pengadilan negeri sungguminasa. 
Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif 
deskriptif.Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang diperoleh 
dari penelitian ini maka penulis berkesimpulan anatara lain: 1). Penjatuhan 
sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum 
pengadilan negeri sungguminasa merujuk pada Undang-Undang nomor 
22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum selama tahun 2013 
adalah kasus-kasus yang disidangkan dengan pemeriksaan singkat dan 
cepat, pelanggaran yang paling banyak masuk di pengadilan negeri 
sungguminasa adalah pelanggaran mengenai pasal 281 mengemudikan 
kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, pasal 288 ayat 1 kemudikan 
kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK, pasal 287 ayat 1 kemudikan 
kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, dan 
pasal 291 ayat 1 mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm 
standar. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 
terjadi kecelakaan lalu lintas khusus untuk wilayah hukum pengadilan 
negeri sungguminasa untuk tahun 2013 ada 10 kasus kecelakaan lalu 
lintas dimana rata-rata kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi  mengenai 
kelalaian dari pengendara dan biasanya dikenakan pasal 310 ayat 1 
dan,2). Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pelanggaran 
lalu lintas di wilayah hukum pengadilan sungguminasa selama tahun 
2013, dilihat dari a. jenis pelanggaran yang dilakukan, b. jumlah pasal 
yang dilanggar, c.status ekonomi/sosial, d. patuh akan hukum, e. 
keterangan terdakwa dalam persediangan.  .   
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha 
Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup 
bermasyarakat.Dalam kehidupan bermasyarakat itu mereka saling 
menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah 
maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. 
Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya 
hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering 
mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi 
berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan 
dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat (R. Abdoel 
Djamali, 1999: 1). 
Kehidupan bermasyarakat tersebut akhirnya mengharuskan 
 manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan diantara 
mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan 
kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. 
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara 
hukum”.Berdasarkan bunyi pasal undang-undang tersebut, maka semua 
masyarakat Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan hukum. 
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Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum 
publik  (dalam hal ini hukum pidana) dimana hukum pidana itu sendiri 
dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum 
pidana materil (hukum pidana). Dimana hukum pidana formil adalah 
aturan-aturan tentang cara pelaksanaan penegakan hukum materil. 
Sedangkan hukum pidana materil merupakan aturan yang merumuskan 
tentang pelaku, perbuatan yang dilarang dan sanksinya. 
Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak lepas oleh peran 
lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga dalam melaksanakan 
penegakan hukum di Indonesia. Dengan menjadinya lembaga pengadilan 
sebagai salah satu lembaga dalam penegakan hukum di Indonesia, maka 
peran dari pengadilan haruslah sangat efektif dalam rangka mewujudkan 
penegakan hukum di Indonesia. 
Untuk melaksankan penegakan hukum di Indonesia pengadilan 
hanyalah merupakan lembaganya saja tetapi sebenarnya  peran hakimlah 
yang sangat sensitive karena dalam penyelesaian suatu perkara di 
pengadilan, khususnya dalam peradilan pidana hakimlah yang 
menjatuhkan vonis berdasarkan fakta - fakta yang di temukan di 
persidangan. hakimpun dalam menjatuhkan suatu vonis/putusan haruslah 
bersandar pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan demi 
mendapatkan putusan yang di anggap adil oleh masyarakat meskipun 
untuk menerapkan asas tersebut secara keseluruhan adalah hal yang 
tidak mudah. 
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 Dalam suatu perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan 
pastinya hakimlah yang harus memeriksa secara adil dan benar tentang 
apakah seseorang terdakwa terbukti melakukan suatu pelanggaran 
hukum ataukah tidak hal ini nantinya akan berpengaruh dalam putusan 
hakim. 
Dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana baik itu 
tindak pidana ringan, sedang, ataupun tidak pidana berat keputusan 
hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang 
memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan 
hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama 
pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan.Memproses untuk menentukan 
bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini 
semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran 
departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili 
setiap perkara yang datang untuk diadili. 
Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu 
perkara, pastinya mempertimbangkan segala sesuatu yang telah di 
temukan dalam fakta di peradilan khususnya pertimbangan hakim dalam 
perkara pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas pastilah tidak sama 
dengan  ketika seorang hakim melakukan pertimbangan terhadap tindak 
pidana yang berat seperti terosisme. Beberapa hakim dalam memeriksa 
suatu perkara terkadang mempertimbangkan kepastian hukum dalam 
memutus suatu perkara, sebagian melihat untuk mencapai keadilan dan 
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sebagian lagi melihat untuk mencapai kemanfaatan.Dengan adanya 
perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu perkara yang 
satu dengan perkara yang lain  Hal inilah yang mendorong penulis untuk 
melakukan suatu penelitian tentang “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 
Pemidanaan Pelanggaran Lalu Lintas(Studi Kasus Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2013)”. 
 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarakan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat 
suatu rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh hakim dalam 
perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa selama tahun 2013? 
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
perkara pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Pengadilan 
Negeri Sungguminasa selama tahun 2013?. 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat 
mengemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang sering dijatuhkan oleh 
hakim dalam perkara pelanngaran lalu lintas di Wilayah Hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa selama tahun 2013. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah 
hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa selama tahun 2013. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut : 
1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pengetahuan secara umum dan pengetahuan 
hukum pada khusunya dan lebih khusus lagi dalam mengkajian 
hukum pidana, tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara pelanggaran lalu lintas. Sehingga dapat 
memberikan efek jera terhadap pelaku maupun kepada calon 
pelaku pelanggar lalu lintas. 
2. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai 
masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian 
pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari 
peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana  
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “strafbaarfeit”, 
yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit,straf diartikan 
sebagai pidana dan hukum, baar diantarkan sebagai dapat dan boleh, 
sedangkan felt diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. Tindak pidana juga diadopsi dari istilah bahasa Latin delictum 
dan delicta.Bahasa inggrisnya adalah delictyang artinya suatu perbuatan 
yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 
Moeljatno (Adami Chazawi, 2002 : 72), mengatakan bahwa suatu 
strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam 
pidana oleh peraturan perundang-undangan. 
Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 
srafbaarfeit menurut pendapat para ahli hukum pidana: 
a) J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982 : 91) membagi atas 
dua pengertian yaitu: 
1. Definisi pendek memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu kejadian (feit) yang dapat di ancam dengan 
hukuman pidana oleh undang-undang. 
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2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan 
pengertian “strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang 
melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau 
alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 
b) Pompe (Bambang Poernomo, 1982 : 91)  membagi atas dua 
pengertian  
1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian  “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 
karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana 
untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum. 
2. Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh 
peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai 
perbuatan yang dapat dihukum. 
Simons ( P.A.F Lamintang, 1997 : 18) 
“strafbaarfeitadalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak 
sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan  yang dapat dihukum”. 
 
Van Hammel (P.A.F Lamintang, 1997 : 18), “strafbaafeit” adalah 
suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.” 
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Berbeda dengan pandangan para pakar di atas, menurut: 
a) Halim (Adami Chazawi, 2002 : 72) menyatakan delik adalah 
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam 
dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). 
b) Rusli Effendy (1986 : 2) memberikan batasan pengertian delik 
sebagai berikut:  
“Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum 
pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang 
melanggara larangan tersebut”. 
 
Apabila diperhatikan rumusan tersebut di atas, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja 
dengan istilah delik, yang redaksi aslinya adalah strafbaarfeit.  
Pengertian peristiwa pidana atau delik di atas mengandung 
makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana 
dilarang dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa 
saja yang melanggarlarangan tersebut. 
c) Moeljatno (1985 : 54) menggunakan istilah perbuatan pidana 
sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan memberikan defenisi 
sebagai berikut: 
“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu 
aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi 
yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut).” 
 
 Istilah strafbaarfeit juga diterjemahkan oleh R. Soesilo (1982: 6) 
sebagai berikut: 
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“Tindakan pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat dihukum yaitu suatu perbuatan yang dilarang 
atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau 
diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan 
diancam dengan pidana”. 
 
Sedangkan Bambang Purnomo (1982: 90) menyatakan bahwa: 
“Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal 
dengan istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana 
sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan  strafbaarfeitmempergunakan istilah 
peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut”. 
 
 Lebih lanjut, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa istilah delik, 
strafbaarfeit, peristiwa pidana dan tindak pidana serta perbuatan pidana 
mempunyai pengertian yang sama yaitu suatu perbuatan yang dilarang 
oleh aturan hukum dan larangan terserbut disertai dengan ancaman dan 
sanksi berupa pidana yang melanggar larangan tersebut. 
 Vos (Bambang Poernomo, 1982: 90) terlebih dahulu 
mengemukakan arti delict sebagai “tatbestandmassigheit” dan delik 
sebagai “Wesenschau”.Makna “tatbestandmassigheit” merupakan 
kelakuan yang mencocoki lukisan dan ketentuan yang dirumuskan dalam 
undang-undang bersangkutan, maka di situ telah ada delik. Sedangkan 
makna “wesenschau” merupakan kelakuan yang mencocoki ketentuan 
yang dirumuskan dalam undang-undang bersangkutan, maka baru 
merupakan delik apabila itu “den Wasen Nach” yaitu menurut sifatnya 
cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-
undang yang bersangkutan. 
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 Delik menurut pengertian sebagai “Wesenchau” telah diikuti oleh 
para ahli hukum pidana dan yuriprudensi Nederland dalam hubungannya 
dengan ajaran sifat melawan hukum yang materil. Pengertian dan istilah 
strafbaarfeit menurut Vos (Bambang Poernomo, 1982 : 91) adalah suatu 
kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-
undangan, jadi suatu kelakuan yang ada umumnya dilarang dengan 
ancaman pidana. 
 Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaarfeit oleh 
Vos telah di tunjuk pendapat oleh Simons (Bambang Poernomo, 1982: 92) 
yang menyatakan suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan 
hukum dengan kesalahn yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggung jawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu 
strafbaarfeit mempunyai elemen “wederrechtlijkheid” dan “schuld”  
 Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan 
defenisi menurut hukum positif dan hukum teori, sedangkan bagi Jonkers 
menyebutkan sebagai defenisi pendek dan defenisi panjang. Bagi Vos 
lebih menjurus kepada pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut hukum 
positifatau defenisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang 
memberikan pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut teori atau defenisi 
yang panjang. 
 Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan 
oleh para ahli hukum pidana diatas, maka penulis tidak menetapkan 
penggunaan istilah peristiwa pidana dalam penulisan ini, seperti halnya 
apa yang dikemukakan oleh Rusli Effendy (1986: 46)  bahwa: 
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“Defenisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada.Oleh karena itu 
timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa 
pidana.Dapat dikatakan tidak mungkin membuat defenisi mengenai 
peristiwa pidana, sebab hampir dalam kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP) memepunyai rumusan tersendiri mengenai 
hal itu”. 
 
 Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan 
hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
 Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 
disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum 
yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. 
 Adapun unsur tindak pidana (delik) menurut doktrin, terdiri dari 
unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2005: 9) 
mengemukakan unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Unsur Subjektif 
 Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana 
menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does 
not make a person guilty unless the mind is guilty or actus nan facit reum 
nisi mens sit rea). Kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
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b. Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas: 
1. Perbuatan manusia berupa: 
a. Act, yakni perbuatan aktif atau posesif 
b. Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan 
2. Akibat (result) perbuatan manusia: 
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan 
oleh hukum.Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3. Keadaan-keadaan (circumstances) 
Pada umumnya, keadaan ini di bedakan antara lain: 
 Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 
 Keadaan setelah perbuatan dilakukan  
 Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman.Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah.Semua unsur delik tersebut 
merupakan satu kesatuan.Salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa 
menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. 
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 Berikut ini pendapat parapakar mengenai unsur-unsur tindak 
pidana: 
a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005: 10)unsur delik 
terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif 
adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu brupa: 
1) Suatu tindakan 
2) Suatu akibat, dan 
3) Keadaan 
Kesemuanya dilarang dan diancam denganhukuman oleh 
undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur 
dari perbuatan yang dapat berupa: 
1) Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan 
2) Kesalahan 
b. Moeljatno (Adami Chzawi, 2001: 79) unsur tindak pidana 
adalah: 
1) Perbuatan 
2) Yang dilarang (oleh aturan hukum) 
3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya) 
c. Vos (Adami Chazawi, 2001 : 80) unsur pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia 
2) Diancam dengan pidana 
3) Dalam peraturan perundang-undangan 
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d. Jonkers (Adami Chazawi, 2001 : 81) unsur tindak pidana adalah 
1) Perbuatan (yang) 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
3) Kesalahan 
 
B. Tinjauan Umum Megenai Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian Pelanggaran 
 Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana 
dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan (misdrijve) dan 
pelanggaran (overtredingen).Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak 
ada perbedaan yang tegas karena keduannya sama-sama delik atau 
perbuatan yang boleh dihukum. 
 Pembagian tindak pidana tersebut dilakukan karena menurut 
Memorie van Toeliching (pada WVS di negara Belanda) merupakan 
pembagian asasi (prinsipil), bahwa pembagian tindak pidanadalam 
kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut 
delik hukum dan apa yang disebut delik undang-undang. Perbedaan 
kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan ciri-ciri atau sifat.Suatu 
perbuatan merupakan delik hukum apabila perbuatan itu bertentangan 
dengan asas-asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, 
terlepas dari pada hal apakah asas-asas tersebut dicantumkan dalam 
undang-undang. Sebaliknya delik undang-undang ialah perbuatan yang 
bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang-
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undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan 
atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat. 
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia 
melakukan pembedaan kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk 
kejahatan di muat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat 
dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu: 
1. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pelanggaran, yaitu 
berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama. 
2. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada 
percobaan melakukan pelanggaran tidak hukum 
3. tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada 
pelanggaran. 
Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas 
dapatdisimpulkan bahwa pelanggaran adalah: 
1. Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas 
dicantumkan dalam undang-undanag pidana 
2. Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari 
kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya. 
 
2. Pengertian Lalu Lintas dan Jalan 
Membahas mengenai lalu lintas sangatlah luas, sebab arti lalu 
lintas itu sendiri bisa berarti, lalu lintas di udara, lalu lintas di lautan, lalu 
lintas di perairan dan lalu lintas di rel.Secara harfiah istilah lalu lintas dapat 
16 
diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatau 
tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jalan umum. 
Menurut W.J.S Poerwadarminta (1989: 555) bahwa pngertian lalu 
lintas adalah sebagai berikut: 
“Lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, perihal 
perjalanan, serta perihal perhubungan antara satu tempat ke 
tempat lainnya (dengan jalan pelayanan, angkutan udara, darat dan 
sebagainya)”. 
 
Sedangkan dalam pasal 1 butir 2 UU No. 22 tahun 2002,pengertian 
lalu lintas adalah “gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan” 
Berkaitan serta dengan masalah lalu lintas jalan, dengan sendirinya 
jalan adalah bagian yang penting dalam hubungannya dengan 
transportasi darat.Jalan merupakan suatu sarana bagi manusia untuk 
mengadakan hubungan antara tempat yang satu dengan tempat lainnya 
dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan bermotor. Masyarakat 
pun telah menyadari betapa pentingnya akan kebutuhan jalan serta 
kendaraaan. 
Soekanto (1990: 42) mengemukakan: 
“Jalan mempunyai peranan penting dalam didang ekonomi, politik, 
sosial budaya, pertahanan keamanan dan hukum serta di pergukan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dengan demikian, maka 
jalan merupakan suatu pusat pertumbuhan dengan wilayah yang 
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam suatau hubungan 
hirarkhi”. 
 
Uraian diatas menunjukkan bahwa jalan adalah salah satu unsur 
yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. 
Adapun jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan 
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sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.Oleh karena itu manusia 
hendaknya dalam mempergunakan jalan dapat secara teratur dan 
memenuhi segala peraturan lalu lintas. 
Pengertian jalan itu sendiri dapat dilihat dalam Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2004, Pasal 1 butir 4, adalah sebagai berikut: 
“Jalan adalah prasarana transportasi darat yang yang meliputi 
segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada 
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan 
tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta 
api, jalan lori, dan jalan kabel”. 
 
Pengertian jalan, juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009, Pasal 1 butir 12, adalah berikut: 
“Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap 
dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, 
yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, 
dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, 
kecuali jalan rel dan jalan kabel”. 
 
Pengertian jalan sebagaimana dimaksud diatas yaitu jalan 
yangdiperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan hal tersebut, maka 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini, pengertian jalamn tidak 
termasuk jalan khusus, yaitu jalan yang tidak diperuntukkan bagi lalu lintas 
umum, antara lain jalan inspeksi pengairan, jalan inspeksi minyak atau 
gas, jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan kehutanan, jalan 
kompleks bukan untuk umum, jalan untuk keperluan pertahanan 
keamanan negara. 
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3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas 
Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat 
ditemukan dalam buku ketiga KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur 
dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu dalam Undang-Undang 
No.22 Tahun 2009 tentang lau lintas dan angkutan jalan yang merupakan 
perubahan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang telah tidak 
sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan 
kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini. 
Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang 
paling sering terjadi.Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran 
terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu 
lintas. 
Dalam kaitannya  dengan hal tersebut, maka menurut Soekanto 
(1990: 92) mengatakan: 
“Bagaimana juga apabila seseorang warga masyarakat 
meninggalkan pekarangan tempat kediamannya untuk kemudian 
menginjakkan kakinya dijalan, maka ia telah berurusan dengan 
pelalu lintas, dengan kata lain lalu lintas dijalan menyangkut 
kepentingan bagian terbesar warga masyarakat”.  
 
Pengertian pelanggaran lalu lintas lebih lanjut diuraikan oleh 
Awaloeddin (Naning, 1983:21) sebagai berikut: 
“Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seorang 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu 
lintas jalan”. 
 
Dalam brosur penyuluhan hukum VII tentang pelanggaran lalu  
lintas yang diterbitkan oleh Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum 
Departemen Kehakiman (1983: 11) dikatakan bahwa: 
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“Pelanggaran lalu linta adalah setiap pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh pemakai jalan baik terhadap rambu lalu lintas 
maupun cara mengemudi, pemakai jalan ialah setiap orang yang 
mempergunakan jalan umum baik dengan kendaraan bermotor 
maupun tidak bermotor dan pejalan kaki” 
 
Dari pengertian tersebut telah dampak bahwa pelanggaran terjadi 
karena masyarakat bersikap atau membuat tindakan yang bertentangan 
dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini rambu-rambu lalu 
lintas. Dengan kata lain bahwa akibat dari ketidakpatuhan terhadap 
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat menyebabkan 
suatu kerugian baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Akibat yang 
dapat ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat 
antara lain: 
a. mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 
b. mengakibatkan kemacetan lalu lintas 
c. mengakibatkan kerusakan prasarana jalan dan sarana angkutan 
d. menimbulkan ketidak tertiban dan ketidak teraturan 
e. menimbulkan polusi 
f. berkaitan dengan kejahatan. 
 
 
4. Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Lalu Lintas 
 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009 lalu, terdapat sanksi yang 
dikenakan bagi pelanggaran lalu lintas, sebagai berikut : 
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat 
Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 
(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281). 
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun 
tak dapat menunjukkannya pada saat razia dipidana dengan pidana 
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kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 
250.000 (Pasal 288 ayat 2). 
- Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasangi 
Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 
280). 
- Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi 
persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu 
rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp 250.000 (Pasal 285 ayat 1). 
- Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis 
seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, 
kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 
500.000 (Pasal 285 ayat 2). 
- Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan 
perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, 
pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada 
kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 278). 
- Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana 
dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling 
banyak Rp 500.000 (Pasal 287 ayat 1). 
- Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling 
tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling 
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lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 
287 ayat 5). 
- Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp 500.000 (Pasal 288 ayat 1). 
- Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping 
pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000 (Pasal  289). 
- Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak 
mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 
250.000 (Pasal 291 ayat 1). 
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan 
tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293 ayat 1). 
- Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa 
menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000 
(Pasal 293 ayat 2). 
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- Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik 
arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 294) 
 
C. Tinjauan Umum Mengenai Hakim 
1. Pengertian Hakim 
Pengertian hakim terdapat dalam pasal 1 butir 8 KUHAP yang 
menyebutkan bahwa; “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. 
Selain didalam KUHAP, pengertian hakim juga terdapat dalam 
pasal 31 undang-undang no. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “Hakim adalah 
pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam 
undang-undang”. Sedangkan pengertian Hakim menurut beberapa para 
ahli yaitu antara lain:  
Pengertian hakim dalam Kamus Hukum Soesilo Prajogo (2007: 
188) adalah:  
“orang mengadili perkara; mahkamah; juri. Dalam sidang 
pengadilan, Hakim bertindak sebagai pemutus perkara dengan 
memberikan vonis atau keputusan pengadilan. Semua pengadilan 
memeriksa dan memutus perkara dalam bentuk majelis yaitu 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali apabila undang-
undang menentukan lain”. 
 
Selain itu Dali Mutiara (Djoko Prakoso, 1985: 17) juga memberikan 
pengertian tentang Hakim bahwa: 
“Hakim adalah lambang dari Tirta Sari Cakra yang berarti ia 
sebagai candra yaitu rembulan yang menerangi kegelapan, ia 
sebagai tirta, air mengalir yang menghanyutkan segala yang kotor 
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diseluruh jagad, ia sebagai sari yaitu kembang yang menyebarkan 
bau yang harus wangi dan ia sebagai cakra yaitu dewa yang 
melihat secara seksama apa yang benar dan apa yang bohong”. 
 
Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, para 
Hakim mempunyai kewajban-kewajiban yang berat dan harus ditunaikan 
demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang 
adil makmur agar para Hakim tetap berlaku jujur dan tidak tergoda 
bujukan-bujukan dari luar yang dapat mempengaruhi 
putusannya.Sebelum melakukan jabatannya menurut pasal 30 Undang-
Undang no. 4 Tahun 2004, Hakim harus bersumpah atau berjanji menurut 
agama dan kepercayaannya. 
Pasal 27 UU no. 14 tahun 1970 berbunyi: Hakim sebagai penegak 
hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban Hakim tersebut dipertegas 
kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 UU 
no. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya sebagai 
berikut : 
1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. 
 
Menurut KUHP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan 
sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalan 
ketidaktertiban dalam sidang guna keperluan putusan.Hakim berhak dan 
harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama 
saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. 
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Bismar Siregar (Djoko Prakoso, 1985: 14) menyatakan bahwa: 
“Hakim tidak hanya terbatas dalam ruang lingkup persidangan, 
melaksanakan tugas, memeriksa, mempertimbangkan dan 
mengadili. Tetapi mencakup pula segala sesuatu yang tidak 
terlepas dari kehidup[an sehari-hari. Sekali ia diserahi dan 
menerima amanat pemegang tugas pemberi keadilan, ia harus 
berusaha menyesuaikan seluruh perilakunya dengan jabatan itu”. 
 
 Adapun tugas dari hakim  adalah untuk menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan pancasila, dengan jalan menafsirkan hukum dan 
mencari dasar-dasar serta asa-asas yang jadi landasannya, melalui 
pekara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya 
mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. 
2. Wewenang dan kewajiban Hakim dalam Sistem Peradilan 
Pidana 
a. Wewenang Hakim 
 Landasan hukum wewenang hakim dapat kita lihat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2004 tentang peradilan umum, dan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2004 tentang kekuasan kehakiman. 
 Pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh Undang-
Undang untuk mengadili disebut dengan hakim (pasal 1 butir 8 KUHAP). 
Adapun yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan 
Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana 
berdasarkan asa bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan 
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (Pasal 1 
butir 9 KUHAP). Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Pasal 12  Ayat 
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(1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu pejabat yang 
melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. 
 Dari pembahasan diatas tempak jelas, bahwa wewenang hakim 
utamanya adalah untuk mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan 
menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana.Dalam hali ini, 
pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, 
kejujuran, dan tidak memihak. 
 Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 
menyebutnya, pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa 
memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di 
tingkat pertama. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat 
(1) menyebutkan “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, 
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. Dan dalam Pasal 18 menyebutkan bahwa: pengadilan 
memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dengan hadirnya 
terdakwa, kecuali memutus Undang-Undang menentukan lain. 
 Sebenarnya, undang-undang telah menempatkan hakim pada 
kedudukan yang terhormat. Diantaranya tolak ukurnya adalah hakim yang 
diangkat dan diberhentikan oleh Presidan selaku kepala  negara. Hal ini 
tersirat dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang No 4 
Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang No 8 
Tahun 2004 Peradalin  Umum.  
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 Menurut ketentuan Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor M. 
1861-KP 04. 12 Tahun 1984 tentang kedudukan hakim, dimana 
disebutkan bahwa Hakim sebagai pegawai negeri (Pasal 14 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, LNRI 2004-35) juga menggali, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 
35 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004). 
 Dalam KUHAP dibedakan antara wewenang hakim, wewenang 
pengadilan negeri yaitu sebagai berikut: 
1. Wewenang hakim antara lain: 
a. Melakukan penahanan 
Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan 
dengan penetepannya berwenang melakukan penahanan 
(Pasal 20 ayat (3) jo. Pasal 22) 
b. Pengalihan jenis penahanan 
Penyidik dan Penuntut Umum atau hakim berwenang 
mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis 
penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 22). 
2. Wewenang hakim Ketua Sidang antara lain : 
a. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh 
belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 
ayat 5) 
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b. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia 
dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (Pasal 
154 ayat (1)). 
c. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan 
kelancaran sidang dan tertib persidangan, misalnya 
berhubungan dengan terdakwa, saksi barang bukti Penuntut 
umum, dan Penasihat hukum. 
3. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri antara lain : 
a. Memberikan izin penggeledahan rumah kepada penyidik (Pasal 
33 ayat (1). 
b. Memberikan izin penyitaan kepada penyidik (Pasal 38 ayat (1). 
c. Menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara (Pasal 152 
ayat (1). 
4. Wewenang pengadilan negeri antara lain: 
a. Memeriksa dan memutus pra prapedilan (Pasal 77). 
b. Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang 
dilakukan dalam daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1). 
 Sedangkan tugas dan wewenang hakim ketika sedang menangani 
suatu perkara, baik itu perkara pidana maupun perkara perdata yaitu 
anatara lain : 
1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan 
dengan penetapannya berwenang melekukan penahanan 
(Pasal 20 ayat (3) dan pasal 26 ayat (1) KUHAP). 
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2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa 
jaminan utang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang 
ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP). 
3. Mengeluarkan “penetapan“ agar terdakwa yang tidak hadir 
dipersidangan tanpa alsan yang sah setelah dipanggil secara 
sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang 
pertama berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP). 
4. Menenetukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas 
permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat, 
atau jabatannya diwajibkan sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP). 
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seseorang saksi 
yang diduga telah memeberikan keterangan palsu 
dipersidangan, baik karena jabatannya maupun atas permintaan 
penuntut umum atau terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP). 
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh penuntut umum 
secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan 
acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam 
waktu empet belas hari, tetapi penuntut umum belum juga dapat 
menyelesaikan pemerikasaan tambahan tersebut (Pasal 203 
ayat (3) huruf b KUHAP). 
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku jika 
dipandang perlu dipersidangkan, baik atas kehendaknya sendiri 
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maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya 
(Pasal 221 KUHAP). 
8. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan 
sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP). 
b. Kewajiban Hakim 
Dalam suatu negara hukum (rechstaat), seperti negara indonesia, 
hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan merupakan salah satu 
sendi dasar yang pokok dan utama. 
Ketika seorang hakim sedang menangani perkara, diharapkan 
ndapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan 
kebenaran materiil, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan pada 
perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras 
dengan teori dan praktek sehingga semua itu bermuara pada putusan 
yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek 
ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri 
sendiri , serta demi keadilan Yang Maha Esa. 
Karena mengembang tugas hakim yang berat, untuk itu harus 
dijamin kemandiriannya guna menegakkan sendi keadilan sebagimana 
Pemeo “walaupun langit runtuh keadilan harus ditegakkan”. Sedangkan 
dipihak lain diri hakim yang bersangkutan juga dituntut adanya integritas 
moral yang sehingga dalam penegakan hukum dan keadilan tidaklah 
gampang dipengaruhi masalah lain, seperti tergoda kolusi, suap, dan yang 
lainnya yang akhirnya dapat merugikan justiabelen. 
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Para hakim dalam mengangani suatu perkara pidana, ketua 
pengadilan negeri dapat menunjuk “Hakim Majelis” atau “Hakim Tunggal” 
dimana hal ini dapat ditafsirkan dari penjelasan ketentuan Pasal 152 
KUHAP. 
Hakim dalam menjalankan tugasnya dan bila menemukan kasus 
yang sedemikian rupa maka ia berusaha mencari dan menggali dan 
menemukan hukumnya dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarkat dan ini harus dilakukan sebab hal itu merupakan sutu 
kewajiban menurut undang-undang. 
Sedangkan kewajiban yang lebih spesifik  dapat ditelusuri dalam 
UU no 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Dalam 
UU ini mengatur mengenai Kewajiban Hakim, Kewajiban Pengadilan, dan 
Kewajiban Hakim Ketua Sidang. 
1. Kewajiban Hakim 
a. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang 
hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 
2004). 
b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim 
wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang 
jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004). 
c. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan 
apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda 
sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri 
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meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang 
Hakim anggota, jaksa advokat atau panitera (Pasal 29 ayat 
(3) UU No.4 Tahun 2004). 
d. Ketua majelis, Hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib 
mengundurkan diri dari persidangan apabila masih terikat 
dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai 
derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah 
bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 
ayat (4) UU No.4 Tahun 2004). 
2. Kewajiban pengadilan 
Pengadilan tidak boleh menolak atau memeriksa, mengadili dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 
hukum tidak ada atu kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1) UU No.Tahun 
2004) dapat dikatakan bahwa letak pilar negara hukum adalah 
pengadilan.Sebagi benteng pengdilan, tugas pokok pengadilan 
adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta 
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 
pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para 
hakim.Untuk itu, hakim organ pengadilan dianggap memehami 
hukum.Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. 
Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara 
yang merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi 
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antar pengadilan. Dinyatakan, untuk kepentingan peradilan 
semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta 
(Pasal 26 UU No.4 Tahun 2004) 
3. Kewajiban Hakim Ketua Sidang 
a. Menjaga supaya tidak dilakukannya hal atau diajukan 
pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi 
memberikan jawaban secara tidak bebas (Pasal 153 Ayat (2) 
b KUHAP). 
b. Memberikan kepada terdakwa tentang segala apa yang 
menjadi haknya, segala sesudah putusan pemidanaan 
diucapkan (Pasal 196 Ayat (3) KUHAP, yaitu: 
 Hak segera menerima atau segera menolak putusan; 
 Hak mempelajari putusan dalam menyatakan menerima 
atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang ini; 
 Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam 
tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang 
untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima 
putusan; 
 Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding 
dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-
undang ini, dalam hal ia menolak putusan; 
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 Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada 
angka I dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh 
undang-undang ini; 
c. Memimpin pemeriksaan dan pemelihara tata tertib 
dipersidangan (Pasal 217 Ayat (1) KUHAP). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan 
sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka dalam melakukan 
penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri 
Sungguminasa Kabupaten Gowa. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi dua 
sumber, yaitu: 
1. Data Primer, data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 
penelitian. Data primer diperoleh melalui: 
a. Wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Kabupaten Gowa, khususnya yang menangani perkara 
pelanggaran lalu lintas sebagai objek utama dalam penelitian 
ini. 
b. Data yang ada di Pengadilan Negeri Sungguminasa, 
Kabupaten Gowa, yang berupa putusan maupun lainnya, yaitu 
data yang berhubungan dengan perkara pelanggaran lalu 
lintas, seperti jumlah pelanggaran lalu lintas yang masuk dan 
diputus selama tahun 2013. 
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2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka, 
literatur-literatur, majalah, kamus hukum, peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan permasalahan di atas, serta 
penggalian data lewat internet, data sekunder dalam hal ini sama 
dengan bahan hukum, adapun data sekunder tersbut mencakup: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-
undangan). Dalam penulisan ini undang-undang yang 
bersangkutan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana, serta undang-undang lainnya yang berhubungan 
dengan objek penelitian. 
b. Bahan hukum sekunder (secondary law material), yaitu bahan 
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil 
penelitian atau pendapat pakar hukum. 
c. Bahan hukum tersier (tertiary law material), yaitu bahan 
hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, 
buku, dan ensiklopedia. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi hal-hal sebagai berikut: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya 
jawab dimana hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara 
berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang 
disertai dengan suatu daftar pertanyaan sebelumnya. Wawancara 
dilakukan terhadap hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
khususnya yang menangani perkara pelanggaran lalu lintas 
sebagai responden utama dalam penelitian ini, serta wawancara 
dengan pihak yang terkait dengan permasalahan skripsi ini. 
2. Studi pustaka 
Studi pustaka (library research), yaitu analisis terhadap undang-
undang atau peraturan terkait dengan perkara lalu lintas, buku 
teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, kasus-kasus 
hukum, kamus hukum, dan lain sebagainya. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan perilaku dalam kenyataannya di 
lapangan. 
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Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara metode induktif, yaitu 
penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari 
pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik yang berupa 
wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang 
bersifat secara khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat 
umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
38 
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Ib Sungguminasa  
Pengadilan negeri sungguminasa yang beralamat Jl. Usman 
Salengke No. 103 Kab. Gowa Sulawesi Selatan, Sejak tahun 1959 
perkara-perkara dalam wilayah hukum kabupaten Gowa di sidang di 
Pengadilan Negeri Makassar. Baru pada tahun 1964 setelah 
keluar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 
Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-
Undang No 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - 
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) 
menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 1 Ayat (4) tertulis  “Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan - Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 
Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 
151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian 
wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga 
wilayahnya meliputi :1. Daerah Tingkat II Mamudju,2. Daerah Tingkat II 
Madjene,3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,4. Daerah Tingkat II Tana 
Toradja,5. Daerah Tingkat II Pinrang,6. Daerah Tingkat II Enrekang,7. 
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Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang,8. Daerah Tingkat II Soppeng,9. 
Daerah Tingkat II Barru,10. Daerah Tingkat II Pangkadjene dan 
Kepulauan,11. Daerah Tingkat II Maros,12. Daerah Tingkat II Gowa,13. 
Daerah Tingkat II Takalar,14. Daerah Tingkat II Jeneponto,15. Daerah 
Tingkat II Bantaeng,16. Daerah Tingkat II Bulukumba,17. Daerah Tingkat 
II Selayar,18. Daerah Tingkat II Sinjai,19. Daerah Tingkat II Bone,20. 
Daerah Tingkat II Wajo,21. Daerah Tingkat II Luwu, 22. Kotapraja Pare-
Pare dan, 23. Kotapraja Makassar.” Dan Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan 
Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Pada Pasal 25 tertulis 
“Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan 
Mahkamah Agung. Daerah Hukum Pengadilan Negeri pada azasnya 
meliputi satu Daerah Tingkat II” 
Pengadilan dibentuk di Kabupaten Gowa dan berkantor sementara 
di kantor Daerah Kabupaten Gowa dan bernama Pengadilan Ekonomi 
Sungguminasa. Di kantor Daerah Kabupaten Gowa, Pengadilan Ekonomi 
Sungguminasa hanya menempati satu ruangan sehingga perkara-perkara 
yang ada di Pengadilan Negeri Sunguminasa masih di sidang di 
Pengadilan Makassar. 
Beberapa bulan setelah resmi dibentuk juga di tahun 1964 Gedung 
Kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa selesai dibangun. Gedung 
kantor Pengadilan Ekonomi Sungguminasa beralamat di Jl. HOS 
Cokroaminoto Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu 
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Kabupaten Gowa (sekarang Kantor Bank Sul-Sel cabang Gowa). Namun 
status kantor adalah Pinjam Pakai dari Pemerintah Kabupaten Gowa. Tapi 
persidangan perkara masih dilaksanakan di Pengadilan Makassar sampai 
dengan tahun 1970-an. 
Pada tahun 1965 Pengadilan Ekonomi Sungguminasa berubah 
menjadi Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A. Karena Gedung 
kantor sudah tidak representatif lagi maka pada tanggal 25 Mei 1977 
diusulkan permintaan Gedung Baru. Tahun 1979 Gedung baru selesai 
dibangun dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Badan 
Peradilan Umum bapak H. Soeroto pada tanggal 02 Februari 1980 di jalan 
Usman Salengke No. 103 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba 
Opu Kabupaten Gowa. 
Pengadilan Negeri Sungguminasa menjadi Kelas I B berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia tanggal 27 Februari 2004 Nomor M.01-AT.01.05 Tahun 2004 
tentang Peningkatan Kelas Pengadilan dan Sekretariat Pengadilan Negeri 
Pada Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Selong, Pengadilan 
Negeri Tarakan, Pengadilan Negeri Makale, Pengadilan Negeri 
Indramayu, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Pengadilan Negeri 
Pariaman dari Kelas II menjadi Kelas . Peresmian Peningkatan Kelas 
Pengadilan Negeri Sungguminasa dari Kelas II menjadi Kelas I dilakukan 
Oleh Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL pada tanggal 07 Maret 2005. 
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Luas wilayah kerja Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terdiri 
dari 18 Kecamatan adalah 1.883,33 kilometer persegi. Dengan 9 
kecamatan yang berada pada ketinggian 100 meter dari permukaan laut. 
Batas-batas wilayah secara umum : 
Sebelah Utara  :  Kota Makassar, Kabupaten Maros ; 
Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai,  Bone,  Bulukumba dan  
Bantaeng ; 
Sebelah Selatan :  Kabupaten Takalar dan Jeneponto ; 
Sebelah Barat  :  Kota Makassar dan Kabupaten Takalar ;.  
 Adapun visi dan misi pengadilan negeri sungguminasa ialah 
sebegai berikut : 
VISI 
"Terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung" 
MISI 
1. Menjaga kemandirian badan peradilan 
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 
keadilan 
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan 
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 
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B. Data-Data pelanggaran Lalu Lintas di wilayah hukum 
Pengadilan Negeri Sungguminasa. 
Beradasarkan berkas kasus yang masuk dan jumlah kasus yang 
diputus (kendaraan motor dan mobil ), jumlah kasus yang diputus 
perbulan dan presentase perkembangannya di pengadilan negeri 
sungguminasa selama tahun 2013. 
Tabel 1 
Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) yang Masuk  
di Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2013. 
 
No Bulan 
Kasus 
yang 
masuk 
Kasus yang 
diputus 
dihadiri 
pelaku 
Kasus yang diputus 
tidak dihadiri pelaku 
(verstek) 
Persentase 
(%) 
1. Januari 187 79 108 3,17% 
2. Februari 263 138 125 4,46% 
3. Maret 586 347 239 9,94% 
4. April 480 178 302 8,1% 
5. Mei 374 240 134 6,34% 
6. Juni 326 248 78 5,53% 
7. Juli 417 241 176 7,07% 
8. Agustus 542 368 174 9,19% 
9. September 967 651 316 16,40% 
10. Oktober 544 326 218 9,23% 
11. November 430 206 224 7,29% 
12. Desember 777 475 302 13,18% 
Jumlah 5.893 3.497 2.396 100% 
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Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumah pelanggaran lalu 
lintas perkara tilang selama tahun 2013 yang masuk ke pengadilan negeri 
sungguminasa sebanyak 5.893 kasus yang terdiri dari 3.497 kasus atau 
59% pelanggar atau yang mewakili menghadiri sidang selama tahun 2013. 
Sedangkan 2.396 atau 41% kasus  pelanggar  atau yang mewakili tidak 
menghadiri sidang  selama tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa 
masyarakat kabupaten sungguminasa masih taat hukum. Namun 
dijelaskan bahwa terdakwa yang mengikuti sidang terdiri dari dua cara 
yaitu 1. Terdakwa sendiri yang mengikuti sidang, 2. Terdakwa yang 
mewakilkan kepada orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 213 
KUHAP yang berbunyi ”terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat 
untuk mewakilinya di sidang”.  
Tabel diatas juga menunjukkan bahwa selama tahun 2013 jumlah 
kasus yang masuk di pengadilan negeri sungguminasa dari bulan januari 
sampai desember bersifat fluktuatif atau naik turun, adapun bulan 
September merupakan jumlah kasus terbanyak yang masuk yakni 
sebanyak 967 kasus atau 16,40% sedangkan bulan januari merupakan 
jumlah kasus paling sedikit masuk yakni sebanyak 187 kasus atau 3,17%.  
 
C. Sanksi yang Sering Dijatuhkan oleh Hakim dalam Memutus 
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. 
Pelanggaran lalu lintas yang terjadi khusunya di wilayah hukum 
pengadilan negeri sungguminasa setelah dengan adanya UU No 22 tahun 
2009 (yang selanjutnya UU Laka Lantas)  itu dibedakan menjadi 2 yakni 
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pelanggaran lalu lintas yang biasa disebut kecelakaan lalu lintas dan 
pelanggaran lalu lintas yang berupa perkara tilang, dimana bedasarkan 
wawancara dengan salah satu staf bagian tilang di pengadilan negeri 
sungguminasa ibu Hernawati (wawancara, 18 januari 2015), mengatakan 
bahwa pelanggaran yang paling banyak masuk di pengadilan negeri 
sungguminasa adalah pelanggaran mengenai pasal 281 mengemudikan 
kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, pasal 288 ayat 1 kemudikan 
kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK, pasal 287 ayat 1 kemudikan 
kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, dan 
pasal 291 ayat 1 mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm 
standar. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan 
terjadi kecelakaan lalu lintas khusus untuk wilayah hukum pengadilan 
negeri sungguminasa untuk tahun 2013 ada 10 kasus kecelakaan lalu 
lintas dimana rata-rata kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi  mengenai 
kelalaian dari pengendara dan biasanya dikenakan pasal 310 ayat (1) dan 
(2).  
Sedangkan menurut hakim Muhammad Sholeh,S.H.,M.H 
(wawancara 19 Januari ) yang menangani kasus pelanggaran lalu lintas di 
wilayah hukum pengadilan negeri sungguminasa. Ada beberapa sanksi 
yang diberikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan biasanya sanksi 
yang diberikan khusus untuk pelanggaran lalu lintas yang berupa 
kecelakaan lalu lintas diberikan hukuman pidana percobaan kalau 
kecelakaan tersebut menyebabkan luka sesuai undang-undang 
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Lakalantas  tetapi jika kecelakaan tersebut menyebabkan kematian perlu 
dilihat posisi kasusnya lagi, sedangkan untuk pelanggaran .lalu lintas 
berupa perkara tilang hukuman pidana yang dijatuhkan pidana denda 
(uang titipan). Khusus untuk sanksi pelanggaran lalu lintas perkara tilang 
hakim mencontohkan jika pelanggaran lalu lintas tersebut dikenakan 
denda dan besaran denda yang diberikan sesuai yang diatur di dalam 
Undang-Undang laka lantas, denda (uang titipan) tersebut  yang dikalikan 
berapa pasal yang dilanggar, itu khusus pengguna kendaraan bermotor 
roda dua dan roda empat.  
Hakim Muhamaad Sholeh juga mengatakan dalam kasus 
pelanggaran lalu lintas dalam pengadilan dikenal juga pemeriksaan cepat 
dan penyelesaian singkat yakni kasus perkara yang menyangkut  
pelanggaran lalu lintas dimana pihak kepolisian langsung melimpahkan 
kasus perkara ke pengadilan khusus untuk pelanggaran lalu lintas perkara 
tilang. 
 
D. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus perkara 
Pelanggaran Lalu Lintas. 
Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaraan terhadap Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menggantikan Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang lalu lintas 
terbaru tersebut menerapkan sanksi pidana yang lebih berat bagi si 
pelanggar. Pada setiap daerah mempunyai ukuran sendiri mengenai 
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jumlah maksimum dan minimum denda yang akan diterapkan. Hal ini 
sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1993 
yang menyebutkan: “Dalam hal menentukan maksimum uang titipan untuk 
pelanggaran yang bersifat ringan, sedang, dan berat, Ketua Pengadilan 
Negeri agar memperharikan secara teliti keadan sosial dan ekonomi di 
wilayah hukumnya masing-masing.” 
Sesuai dengan Surat Edaran diatas, dapat dipahami bahwa 
penjatuhan atau pemberian pidana denda bagi pelanggar digantungkan 
pada keadaaan dan kemampuan pada masyarakat setempat. Surat 
edaran tersebut tidak mengikat, namun ketentuan yang ada didalamnya 
secara umum dipatuhi oleh Pengadilan Negeri, dengan alasan untuk 
mengurangi keanekaragaman (disparitas) pemidanaan denda 
Pemidanaan merupakan salah satu bentuk dari efek jera dari tatanan 
sistem hukum di Indonesia merujuk pada kasus-kasus perkara pidana. 
Adapun tujuan pemidanaan adalah: 
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat. 
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 
sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna. 
3. Menyelesai konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat. 
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4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.Selanjutnya 
diutarakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 
menderitakan dan tidak diperkenankan martabat manusia. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Muhammad 
Sholeh,S.H.,M.H (wawancara 19 januari 2015) yang khusus menangani 
perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan negeri 
sungguminasa, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim 
dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas berupa berat ringannya 
sanksi pidana atau denda (uang titipan) yang harus dibayarkan pelanggar 
lalu lintas tergantung berapa jumlah pasal yang dilanggar, jenis pasal 
yang dilanggar atau jenis pelanggaran yang dilakukan dan khusus 
pelanggaran lalu lintas perkara tilang ini hakim mengatakan bahwa faktor 
kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) menjadi faktor yang diutamakan 
hakim dalam memutus perkara tilang ini, apakah pelanggar tersebut 
memiliki SIM atau tidak dan  lebih jelasnya dapat di lihat pada uraian 
berikut :  
 
1. Jenis Pelanggaran yang dilakukan atau Jenis Pasal yang 
dilanggar.     
Hakim memberikan denda sesuai dengan jenis pelanggaran yang 
dilanggarnya apakah pelanggaran ringan,sedang atau berat, seperti 
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu 
lintas dan angkutan jalan dan pasal 211 KUHAP sebagai berikut : 
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Tabel  
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2013  
Bulan 
Jenis 
Pelanggaran 
Kualifikasi Tindak 
Pidana 
Jumlah 
Kasus 
Sanksi Pidana   
(penjara, 
kurungan/denda 
Maksimal) 
Januari 
 
 
 
 
 
 
Pelanggaran 
Ringan 
Pasal 291 jo 106 40 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 281 (1) jo 
106 
30 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 302 jo 126 28 
1 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 287 (1) jo 
106 
22 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
10 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 13 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 10 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 5 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 20 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
Berat 
Pasal 310 ayat (4) 
dan ayat (2) 
3 
Penjara paling 
lama 6 tahun 
Rp.12.000.000 
Februari 
Pelanggaran 
Ringan 
Pasal 293 (3) 5 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 291 jo 106 79 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 302 jo 126 86 
1 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 287 (1) jo 
106 
56 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
31 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 43 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 63 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 24 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 22 1 bulan 
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Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 35 
4 bulan 
Rp. 1.000.000 
Pelanggaran 
Berat 
Pasal 310 ayat (4) 
dan ayat (2) 
1 
Penjara paling 
lama 6 tahun 
Rp.12.000.000  
Maret 
Pelanggaran 
Ringan 
Pasal 293 (3) 43 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
74 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
86 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 77 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 52 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 64 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 34 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 22 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 291(1) jo 106 32 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
Pasal 310 ayat (4) 
dan ayat (2) 
1 
Penjara paling 
lama 6 tahun 
Rp.12.000.000  
April 
Pelanggaran 
Ringan 
Pasal 291 jo 106 24 
1 bulan  
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
43 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
54 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 44 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 31 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 65 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 22 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 34 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 288 (1) jo 
106 
22 
1 bulan 
Rp.250.000 
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Pelanggaran 
berat 
-   
Mei 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3)  75 
1 bulan  
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
33 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
42 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 52 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 74 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 41 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 62 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 42 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
67 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
Pasal 310 ayat 
(2),(3) dan (4). 
5 
Penjara paling 
lama 6 tahun 
Rp.12.000.000  
    
Juni 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 34 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
26 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
52 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 66 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 43 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 37 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 37 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 12 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 291 (1) jo 
106 
15 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
Pasal 310 ayat (4) 2 
Penjara paling 
lama 6 tahun 
Rp.12.000.000  
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Juli 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 76 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
52 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
48 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 72 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 18 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 54 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 52 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 55 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 288 (1) jo 
106 
42 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
- - - 
Agustus 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 71 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
63 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
52 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 64 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 33 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 26 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 76 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 42 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 288 (1) jo 
106 
76 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
- - - 
September 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 65 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
87 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 68 2 bulan 
52 
106 Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 98 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 65 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 47 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 77 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 156 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 291 90 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
- - - 
Oktober 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 87 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
60 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
98 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 67 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 45 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 98 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 86 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 90 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 291 87 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
- - - 
November 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 75 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
56 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
42 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 282 jo 106 66 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 18 
1 bulan 
Rp.250.000 
53 
Pasal 292 jo 106 67 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 10 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 281(1) jo 106 87 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 291 66 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pelanggaran 
berat 
Pasal 310 ayat (2)  1 
Penjara paling 
lama 1 tahun  
Rp.2.000.000 
Desember 
Pelanggaran 
ringan 
Pasal 293 (3) 76 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pelanggaran 
sedang 
Pasal 287 (1) jo 
106 
93 
2 bulan 
Rp.500.000 
Pasal 288 (2) jo 
106 
54 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 282 jo 106 82 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 285 jo 106 74 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 292 jo 106 63 
1 bulan 
Rp.250.000 
Pasal 303 jo 126 98 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 281(1) jo 77 103 
4 bulan 
Rp.1.000.000 
Pasal 288 (1) jo 
106  
88 
1 bulan  
Rp. 250.000 
 Pelanggaran 
berat 
- - - 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah pelanggaran lalu 
lintas yang termasuk dalam kategori pelanggaran ringan, sedang dan 
berat selama tahun 2013 di pengadilan negeri sungguminasa, dimana 
jumlah pelanggaran ringan yang paling banyak di bulan oktober sebanyak 
87 kasus dengan pasal yang dilanggar pasal 293 ayat 3 dimana sanksi 
pidana kurungan 1 bulan dan atau denda sebesar Rp.250.000 (dua ratus 
lima puluh ribu rupiah ) sedangkan untuk pelanggaran sedang  yang 
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paling banyak di bulan September sebanyak 156 kasus dengan pasal 
yang dilanggar pasal 281 ayat 1 jo pasal 77 dimana sanksi pidana 
kurungan 4 bulan atau denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 
untuk pelanggaran berat atau kecelakaan lalu lintas yang terbanyak terjadi 
di bulan mei dengan 6 kasus kecelakaan denag rata-rata pasal yang di 
dakwakan yakni pasal 310 ayat (4 ) dengan sanksi pidana penjara paling 
lama 6 (enam ) tahun dan atau denda sebesar Rp.12.000.000 (dua belas 
juta rupiah). Untuk lebih jelasnya jenis dan klasifikasi pelanggaran pasal 
yang diberuikan lihat uraian sebagai berikut : 
a. Pelanggaran Ringan; 
1. Kendarai sepeda motor tanpa menyalakan lampu utama pada 
siang hari (Pasal 293 Ayat 2) 
2. Kendarai kendaraaan tidak bermotor berpengangan pada 
kendaraaan bermotor untuk ditarik ato menarik benda(Pasal 
299) 
b  Pelanggaran Sedang; 
1. Gunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, 
memebahayakan lantas/ yang dapat menimbulkan kerusakan 
jalan (Pasal 274) 
2. Lakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan fungsi 
rambu lantas,marka,dan lain-lain (Pasal 275 Ayat 1) 
3. Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak 
singgh diterminal (Pasal 276) 
55 
4. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih tidak lengkapi 
perlengkapan berupa ban cadangan dan lain=lain dan P3K 
(Pasal 278) 
5. Kemudian kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan 
yang dapat mengganggu kesalamatan berlalu lintas (Pasal 279) 
6. Kemudian kendaraan  bermotor tidak dipasangi tanda nomor 
yang ditetapkan polri (Pasal 280) 
7. Pengguna jalan tidak patuhi perintah yang diberikan petugas 
polri (Pasal 282) 
8. Kemudian kendaraan bermotor tidak mengutamakan 
keselamatan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284) 
9. Kendarai sepeda motor tidak penuhi persyaratan teknis dan laik 
jalan yang meliputi kaca spion, klakson, dan lain lain. (Pasal 285 
ayat 1) 
10. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih dan tidak 
penuhi syarat teknis yang meliputi kaca spion, klakson, dan lain 
lain (Pasal 285 ayat 2) 
11. Kemudian kendaraan bermotor roda empat / lebih tidak penuhi 
persyaratan laik jalan (Pasal 286) 
12. Kemudian kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan 
marka jalan (Pasal 287 Ayat 1) 
13. Kemudian kendaraan bermotor melanggar alat pemberi isyarat 
lalu lintas (Pasal 287 ayat 2) 
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14. Kemudian kendaraan bermotor langgar aturan gerakan lantas, 
tata cara berhenti dan parker (Pasal 287 ayat 3) 
15. Kemudian kendaraan bermotor melanggar ketentuan 
penggunaan / hak utama bagi kendaraan yang menggunakan 
alat peringatan dengan bunyi dan sinar. (Pasal 287 ayat 4) 
16. Kemudian kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas 
kecepatan paling tinggi / paling rendah (Pasal 287 ayat 5) 
17. Kemudian kendaraan bermotor langgar aturan tata cara 
pengandengan dan penempelan dengan kendaraan lain (Pasal 
287 ayat 6) 
18. Kemudian kendaraan bermotor tidak dilengkapi STNK bermotor 
/ surat tanda coba yang ditetapkan polri. (Pasal 288 ayat 1) 
19. Kemudian kendaraan bermotor tidak dapat tunjukkan SIM 
(Pasal 288 ayat 2) 
20. Kemudian mobil penumpang umum, bus barang, kereta 
gandengan dan tempelan tidak dilengkapi surat keterangan uji 
berkala dan tada lulus uji berkala (Pasal 288 ayat 3) 
21. Kemudian kendaraan bermotor / penumpang yang duduk 
disamping tidak kenakan sabuk keselamatan (Pasal 289) 
22. Kemudian dan menumpang kendaraan bermotor tidak 
mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm (Pasal 
290) 
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23. Kendarai sepedaelok motor tidak mengenakan helm standar 
nasional (Pasal 291 ayat 1) 
24. Kendarai sepeda motor membiarkan penumpangnya tidak 
mengenakan helm.(Pasal 291 ayat 2) 
25. Kendarai sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut 
penumpang lebih dari 1 orang ( pasal 292). 
26. Kemudikan kendaraan bermotor yang akan belok/balik arah, 
tanpa beri isyarat dengan lampu atau tangan (pasal 294). 
27. Kemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu 
utama pada malam hari dan kondisi tertentu (pasal 293 ayat 1). 
28. Kemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah 
lajur/bergerak ke samping tanpa member isyarat (pasal 295). 
29. Kemudikan kendaraan bermotor tidak pasang segitiga 
pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain 
pada saat berhenti/parkir darurat (pasal 298). 
30. Tidak gunakan lajur yang telah ditentukan/lajur kiri,tidak 
hentikan kendaraan selama naikkan penumpang, tidak tutup 
kendaraan selama berjalan (pasal 300). 
31. Kendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak 
menggunakan kelas jalan (pasal 301). 
32. Kemudikan kendaraan bermotor umum berhenti selain ditempat 
yang ditentukan,ngetem,turunkan penumpang selain di tempat 
pemberhentian (pasal 302). 
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33. Kemudikan mobil barang untuk angkut orang (pasal 303). 
34. Kemudikan kendaraan angkut orang dengan tujuan tertentu 
yang menaikkan/turunkan penumpang lain di sepanjang 
perjalanan (pasal 304). 
35. Kemudikan kendaraan bermotor yang mengangkut barang 
khusus yang tidak dipenuhi ketentuan (pasal 305). 
36. Kemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang 
tidak dipatuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi 
kendaraan (pasal 307). 
37. Kemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dimuati 
surat muatan dokumen perjalanan (pasal 307). 
38. Orang yang kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki 
izin (pasal 308). 
c. Pelanggaran Berat  
1. Tidak dengan segera dan patut perbaiki jalan rusak akibatkan 
laka lantas (luka ringan). (pasal 273 ayat 1). 
2. Akibatkan luka berat (pasal 273 ayat 2). 
3. Akibatkan meninggal dunia (pasal 273 ayat 3). 
4. Tidak memberi tanda/rambu pada jalan yang rusak (pasal 273 
ayat 4).  
5. Merusak rambu lantas,marka jalan,dan lain-lain sehingga tidak 
berfungsi (pasal 275 ayat 2). 
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6. Masukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta 
tempelan, membuat, merakit, tidak dipenuhi kewajiban uji tipe 
(pasal 277). 
7. Kemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM (pasal 
281 ). 
8. Kemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan lakukan 
kegiatan lain/dipengaruhi suatu keadaan yang diakibatkan 
gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan (pasal 283). 
9. Kemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara KA 
dan jalan yang tidak berhenti ketika sinyal, palang pintu KA 
mulai ditutup (pasal 296). 
10. Kemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan (pasal 297). 
11. Tidak diasuransikan tanggung jawab untuk ganti rugi 
penumpang, barang, pihak ketiga (pasal 309). 
12. Kemudikan kendaraan bermotor secara lalai akibatkan laka 
lantas dengan kerusakan kendaraan/barang (pasal 310 ayat 1). 
13. Akibatkan korban luka ringan dan rusak kendaraan/barang 
(pasal 310 ayat 2). 
14. Akibatkan luka berat (pasal 310 ayat 3). 
15. Akibatkan orang meninggal dunia (pasal 310 ayat 4). 
16. Sengaja mengemudikan kendaraan bermotor lldengan 
cara/keadaan yang membahayakan bagi nyawa/barang (pasal 
311 ayat 1). 
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17. Dalam hal akibatkan kerusakan kendaraan barang (pasal 311 
ayat 2). 
18. Akibatkan korban luka ringan/kendaraan (pasal 311 ayat 3). 
19. Akibatkan korban luka berat (pasal 311 ayat 4 ). 
20. Akibatkan korban meninggal dunia (pasal 311 ayat 5). 
21. Kemudikan kendaraan bermotor yang terlibat lala lantas dan 
sengaja tidak menghentikan kendaraan, atau tidak memberi 
pertolongan/tidak melapor (pasal 312). 
22. Tidak diasuransikan awak kendaraan dan penumpang (pasal 
313). 
 
2. Jumlah pasal yang dilanggar  
Keputusan hakim dalam memutus kasus/perkara pelanggaran lalu 
lintas harus sesuai aturan dan undang-undang yang ada, menyangkut 
pelanggaran lalu lintas perkara tilang hakim Muhammad Sholeh,S.H.,M.H 
(wawancara 19 Januari 2015) mengatakan bahwa perkara tilang yang 
dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas ini dilihat berapa jumlah pasal 
yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan pelanggaran dan 
dalam UU Laka Lantas mengisyaratkan penjatuhan denda sebanyak Rp. 
50.000 (lima puluh ribu rupiah ) dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 
pasal maka penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar 
sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ). 
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3. Status Sosial/ekonomi  
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu 
lintas harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada beberapa 
pertimbangan yang dapat meringankan dan memberatkan terhadap 
pelanggar bilamana yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut 
tergolong berpenghasilan rendah dengan melihat data jenis pekerjaan dan 
tingkat pendidikan yang bersangkutan. Atau hakim dapat melihat kondisi 
sosialnya, jika terdakwa tergolong ekonomi rendah/orang tidak mampu 
maka hakim dapat memberikan keringanan. Identitas pelanggar tercantum 
pada bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, pada surat tilang seperti 
nama,alamat,pekerjaan, pendidikan, umur tempat tanggal lahir, nomor 
KTP dan sebagainya. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat 
diketahui status sosial seorang pelanggar lalu lintas oleh para hakim 
sebagai pertimbangan untuk meringankan putusan terhadap seseorang 
 
4.  Patuh Akan Hukum 
Hakim dalam memutus perkara lalu lintas tilang dapat memberikan 
keringanan kepada terdakwa yang langsung datang mengikuti 
persidangan di pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa 
menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang mau 
mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang diputuskan secara 
verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) dapat saja dianggap tidak taat 
hukum oleh karena itu di denda lebih besar karena tidak mengikuti 
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persidangan dibanding dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang 
ada.  
 
5. Keterangan Terdakwa dalam Persidangan  
Hakim dapat juga memperhatikan keterangan terdakwa dalam 
persidangan yaitu melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan 
pada saat sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan 
tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah tidak 
mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat memberikan hukuman 
yang justru lebih berat, sebaliknya apabila terdakwa dalam proses 
persidangan berkelakuan baik atau memberikan keterangan sesuai fakta 
sebenarnya, maka hakim memberikan putusan yang meringankan. 
 Selain itu juga dalam jurnal hukum vol 14 no 1 januari 2004 
(Bambang,2004:207-208) menyatakan bahwa “selain Hakim melihat 
factor-faktor di dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan yang 
ada, dalam menjatuhkan hukumannya kepada terdakwa, hakim juga 
mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang 
belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara 
kemasyarakatan dan peri kemanusiaan.  
 Selain pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara lalu 
lintas baik berdasarkan pada KUHP dan undang-undang yang ada serta 
factor-faktor sosiologis yang telah diuraikan di atas maka terdapat hal-hal 
yang lebih penting lagi bagi hakim perlu mempertimbangkan dalam 
memutus suatu perkara pelanggaran lalu lintas yaitu;  
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a. Dengan melihat surat dakwaan berupa bukti pelanggaran lalu 
lintas yang dibuat oleh penyidik mengenai pasal-pasal yang 
dilanggar pada saat kejadian pelanggaran atau kronologis 
kejadian  
b. Terbuktinya unsur-unsur tindak pidana. 
Adapun unsure tindak pidana (delik) menurut doktrin terdiri dari 
unsur subjektif dan unsure objektif. 
- Unsur subjektif yaitu unsur yang berasal dalam diri pelaku 
karena kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld). 
- Unsur objektif yaitu unsure dari luar diri pelaku seperti 
membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 
misalnya nyawa,badan,kemerdekaan,hak milik,kehormatan dan 
sebagainya. begitu pun keadaan-keadaan (circumstances) 
seperti keadaan pada saat perbuatan dilakukan, keadaan 
setelah perbuatan dilakukan, sifat dapat dihukum dan sifat 
melawan hukum . 
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BAB V  
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di 
wilayah hukum pengadilan negeri sungguminasa merujuk pada 
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan umum selama tahun 2013 adalah kasus-kasus yang 
disidangkan dengan pemeriksaan singkat dan cepat, 
pelanggaran yang paling banyak masuk di pengadilan negeri 
sungguminasa adalah pelanggaran mengenai pasal 281 
mengemudikan kendaraan bermotor tidak memiliki SIM, pasal 
288 ayat 1 kemudikan kendaraan bermotor tidak dilengkapi 
STNK, pasal 287 ayat 1 kemudikan kendaraan bermotor 
melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, dan pasal 291 
ayat 1 mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm 
standar. Sedangkan untuk pelanggaran lalu lintas yang 
mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas khusus untuk 
wilayah hukum pengadilan negeri sungguminasa untuk tahun 
2013 ada 10 kasus kecelakaan lalu lintas dimana rata-rata 
kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi  mengenai kelalaian 
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dari pengendara dan biasanya dikenakan pasal 310 ayat 1 dan 
2.  
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum pengadilan 
sungguminasa selama tahun 2013, dilihat dari a).jenis 
pelanggaran yang dilakukan dimana hakim memberikan 
hukuman denda sesuai dengan jenis pelanggaran apakah 
pelanggaran yang dilanggarnya termasuk dalam pelanggaran 
ringan,sedang atau berat, seperti yang diatur dalam Undang-
undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan, b). jumlah pasal yang dilanggar dilihat berapa jumlah 
pasal yang dilanggar sebagai contoh jika pelanggar melakukan 
pelanggaran dan dalam UU Laka Lantas mengisyaratkan 
penjatuhan denda sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah ) 
dan dalam aturan pelanggar melanggar 3 pasal maka 
penjatuhan pidana denda (uang titipan) terhadap pelanggar 
sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah ). C).status 
sosial/ekonomi yaitu keputusan hakim harus sesuai aturan dan 
undang-undang yang ada namun beberapa pertimbangan dapat 
meringankan hukuman denda pelanggar bilamana pelanggar 
tergolong orang yang berpenghasilan rendah dan melihat jenis 
pekerjaan,dan tingkat penghasilan. D). Hakim dalam memutus 
perkara lalu lintas tilang dapat memberikan keringanan kepada 
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terdakwa yang langsung datang mengikuti persidangan di 
pengadilan dengan alasan patuh akan hukum, terdakwa 
menghadiri sidang atau datang langsung, berarti mereka yang 
mau mengikuti aturan hukum. Sedangkan terdakwa yang 
diputuskan secara verstek (putusan tanpa dihadiri tergugat) 
dapat saja dianggap tidak taat hukum oleh karena itu di denda 
lebih besar karena tidak mengikuti persidangan dibanding 
dengan pelanggar yang taat aturan hukum yang ada. E). 
keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu Hakim dapat juga 
memperhatikan keterangan terdakwa dalam persidangan yaitu 
melihat bagaimana terdakwa memberikan keterangan pada saat 
sidang dilaksanakan, apabila terdakwa memberikan keterangan 
tidak sesuai dengan catatan pada bukti pelanggaran atau malah 
tidak mengakui pelanggaran tersebut, maka hakim dapat 
memberikan hukuman yang justru lebih berat, sebaliknya 
apabila terdakwa dalam proses persidangan berkelakuan baik 
atau memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya, maka 
hakim memberikan putusan yang meringankan. 
 
B. Saran  
Ada beberapa saran yang perlu dilihat dalam penelitian ini yaitu : 
1. Beberapa pertimbangan hakim dapat meringankan hukuman 
denda pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas 
tergolong orang yang berpenghasilan rendah dengan melihat 
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data jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bersangkutan 
serta melihat kondisi sosialnya, hal ini dapat dilakukan bila 
pelanggaran masih tergolong pelanggaran ringan dan sedang, 
tetapi untuk pelanggaran berat tidak boleh diberikan keringan 
walaupun yang bersangkutan mempunyai kedudukan penting 
dalam masyarakat artinya ada kesamaan hukum dalam 
masyarakat. Bahkan jika bersangkutan setelah dilihat data jenis 
pekerjaan dan tingkat penghasilan yang bersangkutan dinilai 
mampu dan layak, maka menurut penulis tidak ada boleh 
meringankan dalam putusan hakim tersebut.  
2. Bagi terdakwa yang tidak menghadiri sidang dan mewakilkan 
kepada orang lain (walaupun telah diatur dalam pasal 213 
KUHAP) sebaiknya diberi tambahan efek jera terhadap pelaku 
maupun kepada calon pelaku pelanggar lalu lintas.  
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